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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR       11         TAHUN2021

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

BUPATI KUBU  RAYA,

a.    bahwa    dalam    upaya    menyelenggarakan    pelayanan
publik   yang   cepat,    mudah,   teljangkau,   aman   dan
nyaman,  perlu dilakukan pengelolaan pelayanan publik
terpadu  dan  terintegrasi  seluruh jenis  pelayanan  pada
Mal Pelayanan Publik;

b.   bahwa    berdasarkan    ketentuan    Pasal    4    ayat    (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   23   Tahun   2017   tentang
Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik,  Mal  Pelayanan
Publik    diselenggarakan    oleh    Organisasi    Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas dan  fungsi di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

C. ba.hwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik;

1.    Pasal     18    a.yat    (6)     Undang-Undang    Dasar    Negara
Republik Indonesia Tahun  1945;

2.    Undang-Undang    Nomor    35     tahun     2007     tentang
Pembentukan    Kabupaten    Kubu    Raya    di    Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2007  Nomor  101,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

3.    Undang-Undang    Nomor    25     Tahun     2009     tentang
Pelayanan  Publik  (I.embaran  Negara Republik Indonesia
Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)   sebagaimana
telah  diubah   beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
alas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun   2009
tentang  Pelayanan  Publik  (Ijembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

6.    Peraturan   Presiden   Nomor   97   Tahun   2014   tentang
Penyelenggaraan     Pelayanan     Terpadu     Satu     Pintu
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor 2 2 1 ) ;

7.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   23   Tahun   2017   tentang
Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  1387);

8.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  1956);

9.    Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor  31   Tahun   2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita   Daerah   Kabupaten   Kubu   Raya   Tahun   2019
Nomor 31)  sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Bupati   Kubu   Raya   Nomor   89   Tahun   2020   tentang
Perubahari   Kedua  atas  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya
Nomor    31     Tahun     2019     tentang    Penyelenggaraan
Pelayanan     Terpadu     Satu     Pintu     (Berita     Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan       :     PERATURAN BUPATI TENTANG  MAL PELAYANAN PUBLIK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.    Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.   Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati    sebagai     unsur    penyelenggara

Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan  unsur  pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.   Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.   Dinas   Penanaman   Modal   dan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   yang

selanjutriya  disingkat   DPMPTSP  adalah   Dinas   Penanaman   Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

5.   Kepala Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu yang
selanjutnya disingkat Kepala DPMFTSP adalah  Kepala Dinas  Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

6.   Mal  Pelayanan   Publik  yang  selanjutnya  disingkat  MPP  adalah  tempat
berlangsungnya   kegiatan    atau    aktivitas   penyelenggaraan    pelayanan
publik    atas    barang,   jasa    dan/atau    pelayanan    administrasi    yang
merupakan   perluasan   fungsi   pelayanan   terpadu   balk   pusat  maupun
daerah,  serta  pelayanan  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik



Daerah/swasta   dalam   rangka   menyediakan   pelayanan   yang   cepat,
mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

7.   Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkalan kegiatan dalam rangka
pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan   bagi   setiap   warga   negara   dan   penduduk   atas
barang,  jasa  dan/atau   pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh
penyelenggara pelayanan publik.

8.    Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah   kepada   seseorang   atau   pelaku   usaha/kegiatan   tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.   Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu  kepada  seseorang  atau   sekelompok  orang  dalam  kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 2

(1)   Peraturan    Bupati    ini    dimaksudkari    untuk    meningkatkan    kualitas
pelayanan   pub-lik,   sehingga  pelayanan  publik  menjadi   semakin  cepat,
terjangkau dan mudah.

(2)  Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a.    memberikan  kemudahan,  kecepatan,  keteljangkauan,  keamanan  dan

kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dar`.
b.    meningkatkan   daya   saing   global   dalam   memberikan   kemudahan

berusaha di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a.    penetapan lokasi;
b.    pelaksanaan;
c.    sarana prasarana peiaya]'ian; dan
d.    sumber daya manusia.

BAR  11
PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi MPP  berada di Gedung MPP Jalan Supadio Sungai Raya.

BAB Ill
PELAKSANAAN

Pasal 5

(I )  MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(2)  Ruang     lingkup     MPP     meliputi     seluruh     pelayanan     perizinan     dan

nonperizinan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  dan  daerah
serta    pelayanan    Badan    Usaha    Milik    Negara/Badan    Usaha    Milik
Daerah/swasta.



Pasal 6

(1)  DPMPTSP    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    4    ayat    (1)    wajib
mengikutsertakan  peiayanan  Kementerian/ Len-baga/ Pemerintah  Provinsi,
Pemerintah  Kabupaten/Kota lainnya,  serta pelayanan  Badan  Usaha Milik
Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta.

(2)  Keikutsertaan   pelayanan   Kementerian/Lembaga/Pemerintah   Pemerintah
Provinsi,    Pemerintah    Kabupaten/Kota    lainnya,    Badan    Usaha    Milik
Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah/swasta  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat    (1)    berdasarkan    kesepakatan    yang    dituangkan    dalam    Nota
Kesepahaman.

(3)  Nota  Kesepahaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditindaklanjuti
dengan  Perjanjian  Ker].a Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan
peilla.rlfaa`Lari  s-uil-ibei.  daya,  tei-masuk periggui-iaali  I-iianigan  dalaili  Bed ulig
dan sarana prasarana/fasilitas.

(4)  Penggunaan   dan   pemanfaatan   ruangan   dalam   gedung   dan   sarana
prasarana/ fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturari perundang-undangan.

BAB IV
SARANA PRASARANA PELAYANAN

Pasal 7

( 1)  DPMFTSP menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
(2)  Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  bertanggung jawab

atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.
(3)  Kepala   DPMEyl`SP   sebagalrriana   dimaksud   pada   ayat   (1)    rrienetapkan

ketentuan   dan   tata   tertib   pengelolaan   operasional   MPP   yang   harus
dipatuhi oleh para pihak yang tergabung dalam MPP.

(4)  Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud  pada ayat
(3)   dapat  melakukan  publikasi   kepada  masyarakat  pengguna  layanan
da]am  raTi_gka_ pen_art_faatan  MPP

BABV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1)  Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  MPP  dilakukan  oleh  setiap
instansi yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)  Perbantuan   tenaga   untuk   pelayanan   dalam    MPP   dapat   dilakukan
sepanjang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

( 1)  Pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab
setiap   instansi   yang   tergabung   dalam   MPP   yang   dibebankan   pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



(2)  Pembiayaan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  swasta
diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal  10

( 1)  Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara. berkala oleh DPMprsp.
(2)  Hasil   monitoring   dan   evaluasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)

dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB  VIII
KETENTUAN PBNUTUP

Pasal  1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  KabupatenL  Kubu
Raya.
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